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Mot+o :

"Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah 

adalah hamba-hambanya yang berilmu"

(Surat Al Fatir)

Ku ucapkan syukur kepada Allah SWT, 

dan kupersembahkan untuk :

1. Ayahku Kapt (Purn) H.Baiki Yanson 

dan Bundaku Hj. Elhani Bayumi.

2. Saudara-saudaraku Letkol (Inf) 

Ujang Darwis, Nila Hayati, SP., Yan 

Kurniadi SE., Fit Akbar SE.

3. Seseorang yang akan mendampingiku 

Hidupku Kelak.

4. Keluarga besarku.

5. Sahabatku IRENATA PIVIRA.

6. Almamaterku

IV



KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum. Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi

yang berjudul : “TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI DI

LINGKUNGAN MILITER”.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka menempuh ujian akhir guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis 

dihadapkan pada berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari 

berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan 

yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan saran yang 

bersifat membangun penulis ucapkan terima kasih.

Wassalammu’alaikum. Wr. Wb.

Palembang, Februari 2009

Penulis

Ervina
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7. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah 
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang 

sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan 

upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang 

mampu memberikan pengayoman bagi masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan 

peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan merupakan faktor yang

sangat hakiki dalam menjamin kehidupan atau kelangsungan hidup negara. Tanpa

mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam

negeri, maka suatu negara tentu sulit untuk mempertahankan diri. Tentara Nasional

Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa yang bertugas di bidang

pertahanan dalam menghadapi setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar

negeri.

Tugas TNI secara umum adalah pertahanan negara. Tugas pertahanan negara 

itu sendiri merupakan tugas untuk menghadapi ancaman yang datangnya dari luar. 

Namun hal ini kurang tepat, ancaman pada saat ini justru datangnya dari dalam negeri 

sendiri yang berupa disintegrasi bangsa. Kalau kedaulatan negara yang terancam atas
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munculnya gerakan separatisme bersenjata dalam kekuatan besar, maka siapa yang 

bertanggung jawab. Untuk itulah lebih tepat apabila ancaman yang menjadi tugas 

TNI adalah ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

Di dalam kehidupan militer, khususnya dalam melaksanakan tugasnya, harus 

diakui bahwa disiplin adalah hal yang sangat penting. Faktor kepatuhan /ketaatan 

kepada perintah-perintah atau peraturan-peraturan, kepatuhan/ketaatan untuk 

melaksanakan sikap/perbuatan yang telah ditentukan atau yang lazim berlaku adalah 

sangat menonjol. Tingkah laku di dalam kehidupan militer ditentukan atau diatur 

secara terperinci. Semua itu harus dilaksanakan di bawah pengawasan yang ketat. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap atau tingkah laku di dalam kehidupan militer, 

mencerminkan suatu bentuk yang ketat. Hal ini dapat dipahami berhubungan dengan

tugas/kewajiban dari seorang militer yang khusus.

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan

keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur. Karena itu ia dilatih, 

dididik untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan 

melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang

efisien dan efektif.

Disiplin militer dibandingkan dengan disiplin golongan-golongan lain di 

dalam masyarakat, maka disiplin militer adalah jenis disiplin yang keras atau ketat. 

Hal ini sesuai dengan sifat hakikat tugas militer yang sedemikian berat terutama di

Amiroeddin Sjarif, Disiplin Militer dan Pembinaannya, Cet. Ke-1, Jakarta : Penerbit Ghalia 
Indonesia, 1983, hlm., 19.
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lapangan pertempuran dengan menggunakan senjata, yang pada waktu-waktu tertentu 

memerlukan kepatuhan yang luar biasa.

Selain disiplin yang ketat, di dalam kehidupan militer terdapat pula Hukum 

Militer yang mempunyai sifat khusus dibandingkan dengan hukum umum. Dalam 

beracara mengenai masalah pidana (Hukum Acara Pidana Militer) di dalamnya 

tersirat adanya kepentingan-kepentingan militer dalam arti pembinaan personil TNI 

serta untuk menegakkan disiplin militer, khususnya terhadap pelaku tindak pidana

dan kesatuan pada umumnya..

Dalam hal ini perkara tindak pidana desersi cukup menonjol di lingkungan

militer dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu dalam 

penanganan tindak pidana desersi perlu mendapatkan penanganan secara efektif dan 

efisien karena kepastian hukum bagi terdakwa TNI sangat berpengaruh terhadap 

pembinaan kesatuan, keutuhan pasukan dan mobilitas tugas.

Seorang prajurit TNI yang pergi dengan maksud menarik diri dari kewajiban- 

kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh tanpa 

dibenarkan untuk itu, militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan 

ketidakhadiran tanpa izin melebihi kurun waktu yang telah ditentukan merupakan 

suatu tindak pidana bagi seorang anggota TNI yang melakukannya dan merupakan 

kejahatan bagi kesatuannya, karena selain melanggar disiplin militer, hal itu juga 

melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Selama ini untuk mengatasi perkara tindak pidana desersi yang terdakwanya 

tidak dapat dihadirkan, maka Pengadilan Militer memberikan jalan keluar dengan

3
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diputus Niet Ontvankelijke (N.O), hal itu berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tangga! 22 Januari 1981 dan Surat 

laksa Kamahmilgung Nomor : B/l5/II/1990. Pada hakekatnya putusan N.O 

merupakan putusan yang perkaranya tidak diperiksa/diselesaikan secara tuntas, hal ini 

mengakibatkan semakin banyak perkara pidana dalam lingkungan militer, khususnya 

perkara desersi yang tidak tuntas. Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan hukum 

nasional di Indonesia termasuk Hukum Militer maka dibentuklah Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang disahkan di Jakarta dan berlaku

pada tanggal 15 Oktober 1997 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713, dimana

telah terjadi terobosan baru dengan diaturnya pemeriksaan secara In Absensia

terhadap tindak pidana desersi.

Namum seyogyanya pelanggaran yang dilakukan oleh perwira yang dalam 

proses penyelesaiannya dapat berakhir dengan pemberhentian dengan tidak hormat 

dari dinas TNI, atau dapat pula diancam dengan pidana penjara, melalui proses 

peradilan di lingkungan militer.2

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya hukum militer yang bersifat khusus yang bertujuan untuk 

menegakkan disiplin militer di dalam lingkungan TNI khususnya Angkatan Darat

Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/455/XI/2006, Buku Petumjuk tentang 
Penyelenggaraan Sidang Dewan Kehormatan Perwira, Bandung : Tentara Nasional 
Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, 2006, hlm., 3.

4
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(AD), sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan

yang akan dibahas adalah :

1. Perbuatan yang bagaimanakah bagi seorang Prajurit TNI dapat dikatakan telah 

melakukan tindak pidana desersi ?

2. Bagaimanakah proses penyelesaian terhadap perkara tindak pidana desersi di

lingkungan militer ?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji sejauh mana perbuatan/tindakan dari seorang prajurit TNI itu 

dapat dikatakan telah melakukan tindak pidan desersi.

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap perkara tindak pidana desersi 

di lingkungan militer.

Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang 

ingin diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana militer.

2. Secara praktis diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dalam rangka 

menangani masalah tindak pidana desersi yang terjadi di lingkungan TNI, 

baik bagi pihak yang berwenang dan berkepentingan maupun bagi masyarakat 

umum.
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3. Selain itu juga untuk menambah wawasan, baik bagi penulis maupun bagi

pembaca.

D. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis akan 

membatasi permasalahan skripsi ini hanya mengenai tinjauan terhadap 

perbuatan/tindakan yang bagaimanakah bagi seorang Prajurit TNI dapat dikatakan 

telah melakukan tindak pidana desersi, serta untuk mengetahui proses penyelesaian 

terhadap perkara tindak pidana desersi di lingkungan militer.

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Objek yang diteliti dalam tulisan ini adalah ketentuan-ketentuan yang

ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM),

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang tindak pidana

desersi. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif,

dimana sumber data utamanya adalah data sekunder berupa hasil studi 

pustaka. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis 

datanya, bagi tipe penelitian yuridis normatif yang menggunakan data 

sekunder, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut 

tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu
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hukum serta peraturan perundang-undangan yang ditentukan dalam KUHPM

dan UU No. 31 Th. 1997.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam pembahasan pada skripsi ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan 

mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana 

Desersi di Lingkungan Militer. Agar dapat diperoleh data dan bahan hukum 

yang memadai dalam penelitian hukum normatif, diperlukan pula data primer 

yang teridiri dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan bahan hukum sekunder yaitu

Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Sidang Dewan Kehormatan

Perwira, buku literature, makalah ilmiah, serta data dari berbagai sumber yang 

dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan sumber datanya

diperoleh dari buku-buku yang telah tersedia di perpustakaan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran kepustakaan, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan mengkaji literature yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, termasuk peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan Pidana Militer dan bahan hukum 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelusuran kepustakaan bertujuan 

untuk mendapatkan data sekunder yang bersifat teoritis sebagai penunjang 

atau dasar teoritis dalam memahami teori.
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4. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder,

penulis akan melakukan analisis. Penganalisisan data dilakukan untuk

menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif

kualitatif.
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